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ABSTRAK  
Secara yuridis pengusaha dilarang menerapkan Pemutusan Hubungan Kerja  (PHK) dengan alasan pekerja 
melakukan mogok kerja. Mogok kerja di Indonesia merupakan hak normatif dari pekerja dan atau serikat pekerja 
(“Pasal 137 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”), sehingga mogok kerja merupakan 
hak dasar pekerja. ‘Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” telah mengatur mengenai 
mogok kerja, namun dalam beberapa hal banyak menjadi masalah dalam penyelesaiannya, dan oleh karena itu 
memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai penyelesaiannya dan revisi undang-undang ketenagakerjaan yang 
akan datang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa diperlukan revisi “Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” khususnya pada Pasal 137 -146 tentang Mogok Kerja  dan bagaimana 
rekomendasi terhadap revisi aturan Mogok Kerja dalam rancangan peraturan perundang-undangan tentang 
Ketenagakerjaan. Metode penelitian digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan terutama menggunakan 
data sekunder berupa bahan hukum peraturan perundang-undangan. Simpulan penelitian ini adalah mengenai hak 
normatif  pekerja berupa mogok kerja yang diatur dalam “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan”, Perjanjian Kerja Bersama,  Peraturan Perusahaan, gagalnya perundingan bipartite menjadi 
masalah berikutnya dalam urgensi revisi mogok kerja dalam “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan” dan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi agar mogok kerja dikatakan sah. 
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I.   PENDAHULUAN 
Mogok Kerja tidak sah tidak termasuk dalam salah satu jenis perselisihan hubungan industrial yang merupakan 
wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) (diakses dari http://www.turc.co.id/news/pada 28 September 
2016).  Akibat dari mogok kerja yang tidak sah diatur dalam “Pasal 6 Kepmenaker 232/2003”, yaitu “bahwa pekerja 
dikualifikasikan sebagai mangkir apabila pekerja melakukan mogok kerja tidak sah dan tidak memenuhi panggilan 
pengusaha untuk bekerja kembali.” Pengusaha melakukan pemanggilan kepada pekerja yang melakukan mogok 
kerja untuk kembali bekerja. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh pengusaha 2 (dua) kali berturut-turut dalam 
tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis; apabila pekerja/buruh tidak 
memenuhi panggilan tersebut, maka dianggap mengundurkan diri. 
Tidak ada pasal yang menyatakan bahwa pengusaha memiliki hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja 
(“PHK”) kepada pekerja yang melakukan mogok kerja. Tetapi, perlu diketahui juga bahwa tidak ada pasal yang 
secara jelas mengatakan bahwa pengusaha tidak boleh melakukan PHK terhadap pekerja yang melakukan mogok 
kerja. (lihat Pasal 153 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai hal-hal yang tidak 
boleh dijadikan alasan oleh pengusaha untuk melakukan PHK). 
Pada prakteknya masalah mogok kerja yang sah maupun mogok kerja yang tidak sah sering menjadi 
perdebatan di antara kalangan pekerja maupun kalangan buruh itu sendiri, demikian pula untuk instansi 
ketenagakerjaan di daerah terkait sehingga juga sampai pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial, dan oleh 
karenanya peneliti melakukan penelitian terhadap mogok kerja dalam kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja 
berdasarkan putusan-putusan Pengadilan. 
 
II. POKOK PERMASALAHAN 
1. Mengapa diperlukan revisi “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” khususnya 
pada Pasal 137 -146 tentang Mogok Kerja ? 
2. Bagaimana rekomendasi terhadap revisi aturan Mogok Kerja dalam rancangan peraturan perundang-
undangan tentang Ketenagakerjaan ? 
 
III. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini adalah  penelitian yuridis normative (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2007:13-14). Pendekatan 
yuridis normatif juga  digunakan untuk mengetahui masalah-masalah mogok  kerja sesuai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku dan praktik pelaksanaannya, baik merupakan keputusan administratif maupun putusan pengadilan. 
Penelitian ini bersifat kualitatif, artinya suatu perubahan hukum tidak didasarkan pada jumlah peraturan dan putusan 
Pengadilan, termasuk lembaga quasi peradilan seperti P4D dan P4P, tetapi kepada kualitas atau substansinya. Dalam 
penelitian ini akan digunakan data primer dan data sekunder. Data tersebut  dalam penelitian ini  didapat melalui 
studi kepustakaan. Berdasarkan desain penelitian kualitatif, peneliti akan memakai pendekatan interpretatif terhadap 
dokumen-dokumen gugatan dan putusan-putusan Pengadilan mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan 
sebelum berlakunya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4), oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan tingkat Pusat (P4P), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Pengadilan Hubungan 
Industrial di Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta (PHI-PN) Jakarta. Studi dokumen dilakukan secara penuh, 
mengingat ketersediaan bahan sejak penelitian awal telah mencukupi dan tidak sulit dilakukan oleh peneliti. 
Wawancara juga  dilakukan dengan untuk mendapatkan data informasi yang seakurat mungkin dari narasumber 
penelitian yaitu ahli di dalam penyelesaian perkara hubungan industrial di lingkungan Departemen Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, narasumber di dalam penyusunan peraturan undang-undang ketenagakerjaan dan penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial, para mediator, konsiliator dan hakim dalam Pengadilan Hubungan Industrial di 
Pengadilan Negeri. Peneliti melakukan wawancara kepada hakim agung, hakim ad hoc, mediator di DKI Jakarta dan 
konsiliator,selain beberapa mantan anggota P4D dan P4P. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara 
yuridis kualitatif yakni terhadap data yang diperoleh ataupun yang dihimpun dengan cara sebagaimana diuraikan di 
atas, disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Norma-norma positif yang merupakan 
tujuan kepastian umum dianalisis apakah mempunyai efek kemanfaatan. Nilai ini dieksperimenkan melalui 
pengalaman-pengalaman empiris. Pengalaman ini yang akhirnya dapat menunjukkan apakah hukum yang baik 
benar-benar memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Metode ini diharapkan dapat mengantarkan 
kepada peneliti hasil kajian yang mendalam mengenai campur tangan negara dalam penyelesaian mogok kerja di 
Indonesia dan menjadi masukan bagi perbaikan atau revisi Undang-undang Ketenagakerjaan di masa yang akan 
datang.     
 
IV. DATA HASIL PENELITIAN  
A. Hasil Kajian Kasus Mogok  Kerja dan  Kaitannya dengan Kegiatan Serikat Pekerja Sebelum 
Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan   
Sejarah pemogokan di Indonesia menggambarkan bahwa ada keterkaitan erat antara pemogokan kerja di 
Indonesia dengan mulai berdiri dan aktifnya organisasi serikat pekerja di Indonesia sejak zaman kemerdekaan. 
Angka pemogokan, demonstrasi atau unjuk rasa buruh di Indonesia termasuk tinggi, dan cenderung untuk 
terus meningkat terutama sejak awal tahun 1990-an, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini, yang 
bersumber dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 1980-2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1.1 
Jumlah Kasus Pemogokan dan Jam Kerja Hilang 
Indonesia: 1980-2008 
Tahun Jumlah kasus 
Pekerja Jam kerja 
Terlibat Hilang 
1980 100 32.287 328.466 
1981 200 54.875 495.144 
1982 142 49.525 501.236 
1983 96 23.318 295.749 
1984 63 10.836 62.906 
1985 78 21.148 55.001 
1986 75 16.831 117.643 
1987 35 8.281 35.664 
1988 39 7.544 607.265 
1989 19 1.168 29.257 
1990 61 31.234 262.014 
1991 130 64.474 582.477 
1992 251 123.005 1.019.654 
1993 195 103.490 966.931 
1994 296 147.662 1.421.032 
1995 276 126.855 1.300.001 
1996 360 221.557 2.497.973 
1997 234 144.929 1.250.673 
1998 278 152.495 1.550.945 
1999 125 48.232 915.105 
2000 273 126.045 1.281.242 
2001 174 109.845 1.165.032 
2002 202 97.325 769.142 
2003 161 68.114 643.253 
2004 125 53.321 554.726 
2005 96 56.082 766.465 
2006 282 595.783 4.665.685 
2007 147 135.297 1.161.459 
2008 146 211.504 1.546.400 
                                                                                    Sumber : Depnakertrans, 2008 
 
 
Pemogokan atau demonstrasi yang dilakukan para pekerja atau buruh secara berkepanjangan, pada 
dasarnya akan merugikan banyak pihak. Merugikan dari segi proses produksinya yang akan berhenti, merugikan 
pihak pekerja pula, karena selama pemogokan tersebut pekerja tidak menerima upah dari pengusaha. Serta 
merugikan kepentingan umum dan negara. Lambat laun dapat terjadi stagnasi produksi, penutupan perusahaan 
dan terjadi pengangguran massal. 
             
B.    Data Hasil Kajian Anotasi Putusan Pengadilan Hubungan  Industrial Tentang Mogok Kerja Setelah 
Berlakunya  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
1. Urgensi Revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan   Hal Mogok Kerja 
  Aturan mengenai hal Mogok Kerja sebenarnya telah pula diatur dalam “Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Nomor 232 Tahun 2003 tentang Alasan Mogok Kerja tidak Sah”, selain diatur dalam 
“Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.” Menilik dari kedua ketentuan tersebut, 
sebenarnya masalah yang paling sering terjadi dari mogok kerja mengenai adanya mogok kerja yang dilakukan 
tanpa melalui prosedur atau tata cara sahnya mogok kerja. “Pasal 137 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan” mengatur mogok kerja sebagai hak normatif pekerja dan atau serikat pekerja akibat 
gagalnya perundingan bipartite. 
  Pertama, “hak normatif adalah hak-hak pekerja termasuk mogok kerja yang diatur dalam Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, Perjanjian Kerja Bersama, ataupun Peraturan Perusahaan. 
Permasalahan yang menjadi dasar mogok kerja yaitu tuntutan hak normatif, hal ini masih menjadi perdebatan 
di antara pekerja, sedangkan pengertian  tuntutan normatif sangat jelas, yaitu tuntutan terhadap hal-hal yang 
diatur dalam sumber hukum heteronom berupa peraturan perundang-undangan dan atau dalam sumber hukum 
otonom berupa perjanjian dan kesepakatan yang dibuat di antara para pihak, yaitu perjanjian kerja dan 
perjanjian kerja bersama.  
  Kedua, gagalnya perundingan bipartite menjadi masalah berikutnya dalam urgensi revisi mogok kerja 
dalam “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.”  “Pasal 1 Ayat (23) Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” menyebutkan bahwa “mogok kerja merupakan tindakan 
pekerja/buruh yang direncanakan bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk 
menghentikan atau memperlambat pekerjaan.” Kaitan dengan permasalahan perundingan bipartite berikutnya 
adalah apakah terdapat risalah perundingan bipartite yang dihasilkan para pihak akibat gagalnya perundingan. 
Risalah bipartite sebenarnya merupakan syarat formil dalam mengajukan permohonan ke mediator pada Dinas 
Tenaga Kerja baik Kabupaten maupun Propinsi dan juga Mediator di tingkat Kementerian, sehingga menurut 
Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial, secara tidak langsung perundingan bipartite juga harus ada 
dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan “Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.” Pada mogok kerja tidak sah, salah satu masalah  
yang sering timbul dalam Putusan-putusan Pengadilan Hubungan Industrial adalah ketiadaan perundingan 
bipartite dan atau perundingan bipartite yang tidak sah oleh karena tidak ditandatangani oleh para pihak atau 
salah satu pihak. Pekerja dan atau Serikat Pekerja bahkan berasumsi bahwa mogok kerja sebagai akibat 
gagalnya perundingan adalah ketika pekerja dan atau Serikat Pekerja sudah mengajukan pemberitahuan mogok 
kerja, namun pengusaha belum memberikan persetujuannya secara tertulis. Demikian juga mogok kerja 
dilakukan pekerja ketika perundingan bipartite hanya ditandatangani pekerja dan atau Serikat Pekerja tanpa 
ditandatangani pengusaha, karena pekerja dan atau Serikat Pekerja menganggap telah terjadi dead lock atau 
gagalnya perundingan. Beberapa hal yang sering terjadi dengan masalah perundingan bipartite dan risalah 
perundingannya berkaitan dengan alasan mogok kerja yang sah atau mogok kerja yang tidak sah, menurut 
peneliti perlu adanya revisi dalam hal penjelasan atau pemahaman dalam pasal undang-undang mengenai apa 
yang dimaksud dengan gagalnya perundingan termasuk penjelasan mengenai apa yang perlu diatur dalam 
risalah perundingan sebagai bukti adanya dead lock (gagalnya perundingan). 
  Ketiga, mengenai syarat administratif yang harus dipenuhi agar mogok kerja dikatakan sah adalah : pekerja 
atau Serikat Pekerja wajib memberi tahu secara tertulis kepada perusahaan/pengusaha dan Disnaker, 7 hari 
kerja sebelum mogok kerja dijalankan. 
  Mengenai waktu mogok kerja dan pemberitahuan kapan mogok kerja akan dilakukan, sering terjadi 
perbedaan pemahaman di antara para pihak, pada satu pihak, mogok kerja diartikan sebagai apabila sudah 
melapor kepada Instansi Pemerintah di bidang Ketenagakerjaan dan kepada Pengusaha maka berarti mogok 
kerja dilakukan secara sah, sedang pada sisi lain pengusaha tetap berpedoman pada aturan perundang-
undangan di mana pemberitahuan mengenai mogok kerja harus dilakukan sekurang-kurangnya  7 (tujuh) hari 
kerja dan harus mendapat surat tanda terima dari Instansi Pemerintah di bidang Ketenagakerjaan dan 
Pengusaha yang bersangkutan. Mengenai tempat mogok kerja, sering mengakibatkan pekerja dan atau anggota 
Serikat Pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), oleh karena pekerja melakukan apa yang 
dinamakan dengan Mogok Kerja Nasional yang sebagian besar dilakukan bukan pada tempat kerja (yaitu 
perusahaan di mana pekerja dan atau anggota Serikat Pekerja bekerja), tetapi di tempat-tempat umum seperti 
gedung Pemerintah, jalan raya, bahkan jalan tol sehingga mengganggu ketertiban umum dan secara yuridis 
sebenarnya diatur bukan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan melainkan dalam Undang-undang 
Kebebasan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, di mana prosedur dan tata caranya pun berbeda.  
Pelanggaran yang dilakukan pekerja dan atau Serikat Pekerja dalam Mogok Kerja Nasional mengakibatkan 
pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pekerja mangkir; walaupun dalam beberapa 
putusan Pengadilan Hubungan Industrial, hakim memutuskan pekerja dan atau anggota Serikat Pekerja tidak 
bersalah dan memerintahkan pengusaha untuk mempekerjakan pekerja kembali pada perusahaan.  
  Mengenai instansi Pemerintah di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi 
antara pihak pekerja dengan pihak pengusaha dalam hal mogok kerja dalam beberapa kasus juga mengalami 
masalah. Dinas Ketenagakerjaan sudah berusaha melakukan mediasi di antara para pihak bahkan telah terjadi 
kesepakatan di antara para pihak yang tertuang dalam “Naskah Perjanjian Bersama” pada hari sebelumnya, 
akan tetapi pada hari berikutnya ternyata pekerja dan atau anggota Serikat Pekerja  tetap meneruskan 
melakukan mogok kerja. Akibat dari tindakan pekerja dan anggota Serikat Pekerja yang tetap melakukan 
mogok kerja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu setelah terjadi kesepakatan bersama dalam “Naskah 
Perjanjian Bersama”, mengakibatkan Pengusaha gusar dan menganggap pekerja melakukan “Mogok Kerja 
tidak Sah”, sedangkan dari pihak Pekerja dan atau Anggota Serikat Pekerja itu sendiri menganggap bahwa 
Mogok Kerja yang dilakukan adalah sah karena merupakan rangkaian mogok kerja dari mogok kerja 
sebelumnya. Tindakan melakukan mogok kerja setelah dicapainya kesepakatan bersama dalam Perjanjian 
Bersama yang dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja setempat, sebagian besar berakhir dengan hakim 
memutuskan pengusaha berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan pesangon satu kali ketentuan 
“Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.” Berdasarkan hal tersebut, maka 
menurut peneliti perlu pula diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan berikutnya 
bahwa kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam “Perjanjian Bersama” apda saat mogok kerja 
dilakukan, tidak dapat dilanggar para pihak dan harus dimintakan penetapannya kepada Pengadilan Hubungan 
Industrial, agar mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat.  
  Keempat, sebagaimana diatur dalam “Pasal 139 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan” jo “Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No KEP-
232/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah” bahwa “mogok kerja pada 
perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan 
keselamatan jiwa manusia”, yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang sedang bertugas dikualifikasikan sebagai 
mogok kerja tidak sah.  
 
2. Rekomendasi Revisi Aturan Mogok Kerja dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan  
tentang Ketenagakerjaan  
Usulan peneliti  dalam Rekomendasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
khususnya mengenai pengaturan mogok kerja adalah sebagai berikut : 
1. “Pasal 137 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” 
     Revisi yang diusulkan ; mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh 
dilakukan di tempat kerja masing-masing secara sah, tertib dan damai. Pasal ini sebaiknya dilengkapi dengan 
penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sah, tertib dan damai. Sah, diartikan sebagai mogok kerja 
harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditetapkan yaitu sebagai akibat gagalnya 
perundingan. Perundingan bipartite disebut gagal setelah 30 (tiga puluh) hari kerja perundingan bipartite 
pertama dilakukan dan harus dinyatakan dalam risalah perundingan yang merupakan kesepakatan kedua 
belah pihak. Prosedur melakukan mogok kerja sebagai akibat gagalnya perundingan bipartite diatur dalam 
pasal tersendiri berikutnya. 
2. “Pasal 138 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” 
Revisi yang diusulkan terhadap “Pasal 138 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan adalah ditambahkan pada Ayat (3)” yaitu pekerja/buruh yang melakukan ajakan 
pekerja/buruh lain mogok kerja, apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat 
dikenakan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikenakan 
pemutusan hubungan kerja apabila perbuatannya mengajak mogok kerja  memenuhi unsur pidananya.   
3. “Pasal 139 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” 
Tidak ada revisi dalam pasal ini menurut Peneliti. 
4. “Pasal 140 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” 
Menurut peneliti di dalam pasal ini yang memerlukan penjelasan adalah mengenai Ayat (4), mengenai 
tindakan pengusaha dengan melarang mogok kerja dilakukan di lokasi kegiatan proses produksi dan melarang 
pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan, Pada dasarnya secara hukum pekerja/ buruh 
melakukan mogok kerja di tempat kerja mereka, sehingga apabila tempat kerja adalah tempat proses produksi, 
maka apakah dengan demikian berarti mogok kerja dapat dilakukan di luar lokasi perusahaan (misalnya di 
jalan raya depan perusahaan), yang tentu saja telah masuk ke dalam aturan ketertiban umum dan 
bersinggungan dengan Undang-undang tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. 
5. “Pasal 141 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”        
Pada pasal ini sebenarnya sudah cukup jelas diatur mengenai mogok kerja yang dapat melibatkan instansi 
Pemerintah di bidang ketenagakerjaan, bagaimana perundingan dapat dilakukan di tengah mogok kerja yang 
terjadi, bagaimana pengaturan mengenai perlunya diterbitkan Perjanjian Bersama apabila terjadi kesepakatan 
di antara para pihak maupun Risalah Perundingan apabila terjadi dead lock dan prosesnya dapat dilanjutkan 
kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial selanjutnya serta bagaimana mogok kerja dapat 
dihentikan maupun dilanjutkan. Menurut peneliti, pasal ini seharusnya mendapat tambahan  sebagai kelanjutan 
dari Ayat (5) yaitu dalam Ayat (6) sebagai berikut : mogok kerja yang diikuti  penyelesaian mogok kerja  
yang dilakukan dengan perundingan oleh instansi di bidang ketenagakerjaan dan telah terjadi kesepakatan 
para pihak dengan menandatangani perjanjian bersama, tidak dapat dilanjutkan dengan mogok kerja pada 
hari berikutnya dan pekerja dapat dikenakan sanksi berupa diputus hubungan kerjanya dengan alasan 
mangkir dan tambahan dalam Ayat (7) sebagai berikut : mogok kerja yang   tidak mencapai kesepakatan di 
antara para pihak dan telah dibuatkan risalah perundingannya secara sah dan ditandatangani kedua belah 
pihak, tidak dapat dilanjutkan dengan mogok kerja pada berikutnya. Risalah perundingan dapat dibawa 
kepada lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berikutnya.  
6. “Pasal 142 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”  
 Revisi terhadap Pasal 142 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pada 
“Ayat (2), yaitu ditambahkan akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah adalah pekerja dapat dipanggil 
kembali bekerja oleh pengusaha dengan 2 (dua) kali panggilan secara sah dan berturut-turut dan dapat 
dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja mengundurkan diri atau mangkir.”  
7. “Pasal 143 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” 
Pasal ini hampir serupa dengan yang diatur dalam “Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 
tentang Serikat Pekerja” yang kemudian diatur sanksinya dalam “Pasal 43 Undang-undang Nomor 21 Tahun 
2000 tentang Serikat Pekerja” di mana pengusaha dianggap melakukan union busting dan dengan demikian 
dapat dikenakan hukuman pidana. Menurut peneliti, sama dengan “Pasal 28 jo Pasal 43 Undang-undang 
Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja”, pasal ini bersifat absurd dan kurang jelas apa yang 
dimaksud dengan tindakan menghalang-halangi, sehingga menurut peneliti perlu diperjelas dalam 
penjelasannya mengenai tindakan apa yang tergolong menghalang-halangi oleh pengusaha terhadap kegiatan 
pekerja khususnya mengenai tindakan menghalang-halangi mogok kerja, termasuk pula sanksi bagi pengusaha, 
sebab menurut peneliti tindakan menghalang-halangi mogok kerja tidak dapat semua dikategorikan sebagai 
perbuatan pidana kecuali memenuhi unsur pidananya. 
8. “Pasal 144 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”      
Pada pasal ini, menurut peneliti yang memerlukan penjelasan adalah pada butir (b) mengenai sanksi 
atau tindakan balasan dalam bentuk apapun; sebab segala tindakan pengusaha dapat saja diartikan sanksi 
atau tindakan balasan dalam bentuk apapun, sehingga hal ini nantinya akan menyulitkan pengusaha pula dalam 
menanggapi tindakan mogok kerja yang dilakukan pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/serikat buruh, sebab 
pada dasarnya peraturan perundang-undangan sendiri membolehkan pengusaha untuk mengambil tindakan 
terhadap pekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pekerja melakukan  mogok 
kerja baik mogok kerja yang sah maupun mogok kerja yang tidak sah. Menurut peneliti sebaiknya apabila 
dikaitkan dengan “Pasal 140 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, maka sifat dan 
prosedur tata cara dalam “Pasal 140,” sebaiknya tidak dihubungkan dengan “Pasal 144 Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” mengenai pengusaha tidak dapat mengambil pekerja lain untuk 
menggantikan dan pengusaha dilarang memberikan sanksi atau tindakan apapun dalam hal mengantisipasi 
tindakan pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/serikat buruh mogok kerja.  
9. “Pasal 145 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” 
Sebab pada dasarnya telah diatur dalam penjelasan pasal-pasal sebelumnya mengenai apa yang dimaksud 
dengan mogok kerja tidak sah, namun dalam pasal ini menjelaskan bahwa mogok kerja yang sah tetap 
mendapat upah, menurut peneliti memang halnya demikian, karena dalam pasal-pasal sebelumnya  mengenai 
mogok kerja tidak pernah diatur hal-hal yang menyebabkan pekerja tidak dapat menerima upah akibat mogok 
kerja, kecuali alasan mogok kerja tidak sah, yang dapat menyebabkan pekerja diputus hubungan kerjanya oleh 
pengusaha.   
                
V. SIMPULAN 
Urgensi “Revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”   ; hal Mogok Kerja 
adalah Pertama, yang dimaksud dengan hak normatif adalah hak-hak pekerja yang diatur dalam “Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, Perjanjian Kerja Bersama, ataupun Peraturan Perusahaan. Kedua, 
gagalnya perundingan bipartite menjadi masalah berikutnya dalam urgensi revisi mogok kerja dalam “Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Ketiga, mengenai syarat administratif yang harus 
dipenuhi agar mogok kerja dikatakan sah adalah : pekerja atau Serikat Pekerja wajib memberi tahu secara tertulis 
kepada perusahaan/pengusaha dan Disnaker, 7 hari kerja sebelum mogok kerja dijalankan.  
Rekomendasi Revisi Aturan Mogok Kerja dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang    
Ketenagakerjaan adalah perlu dilakukan sejumlah perbaikan pada pasal-pasal yang mengatur mengenai mogok kerja 
baik pada pokoknya maupun dalam penjelasannya. Selain itu ada beberapa pasal yang menurut peneliti telah terjadi 
duplikasi atau pengulangan yang tidak perlu  
Peneliti menyarankan dalam hal revisi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya 
mengenai mogok kerja yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dan tambahan dalam pasal-pasal yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Mogok kerja yang tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan 
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.  
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